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SKEMA SERTIFIKASI KLASTER
Pemasaran Digital (Digital Marketing)

Skema serifikasi Klaster Pemasaran Digital {Digital Marketing) adalah skama sertifikasi Klastar
yang dikembangkan obah Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Telekomunikasi Digital
Indoneésia (LSP TDIl) untuk memenuhl kebutuhan serifikasi kompetensi kera di LSP
Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI). Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar
Kompetansi Kera Masional Indonesia berdasarkan Keputusan Manter] Kelenagakeraan Republik
Indonesia Momor 36 Tahun Z01E8 tentang Penetapan Siandar Kompetensi Kera Masional
Indonesia Kategori Informasl dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi bidang
Pengoperasian Komputer, Keputusan Menieri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124
Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompatensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas
Profesional, limish dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Konsuhasi Manajement Bidang
Femasaran, dan Keputusan Menteri Ketenagakedaan Repubilik Indonesia Nomor 101 Tabun 2023
Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional,
limiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian dan Pasar Bidang Periklanan, Skema
serlifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompelensi LSP
Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TOI) dan memastikan kompeiensi pada pekerjaan

Pemasaran Digital (Digital Marketing).

Disankan tanggal : 20 Februar 2024
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Skema Sertifikasi
Pemasaran Digital (Digital Marketing)
1. Latar Belakang

1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyalakan bahwa
soliap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompatensi yang
dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman
kerja dan pemanuhan peraturan lentang sertifikasl kompetensi SDM sektar
Telekomunikasi dan Informatika.

1.2. Disusun dalam rangka mamenuhi kebuluhan tenaga kerja kompeten di sekior
Telekomunikasi dan Informatika yang banyak dibutuhkan pada saat Inl dan
masa yang akan datang.

1.3, Disusun untuk memeanuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.

1.4.5kema sartifikasi ini diharapkan menjadi acuan pangembangan pandidikan
dan pelatihan berbasis kompetensi.

1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional,
nasional dan internasional di sektor Telekomunikasi dan Informatika,

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi
2.1.Ruang Lingkup pengguna hasil serlifikasi kompetensi ini meliputi peluang
kaerja di sektor Telekomunikas! dan Informatika.
2.2.Lingkup izi skema ini meliputi sejumiah unit kompetensi yang dilakukan uji
kompetensi guna memenuhl kompetensi pada pekeraan Pemasaran Digital
{Digital Marketing).

3. Tujuan Sertifikasi
3.1. Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Pemasaran Digital (Digital
Marketing).
3.2.5ebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan serifikasi

kompeatensi,

4. Acuan Normatif

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan,

4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Infarmasi dan Transaksi Elekironik.

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momar 31 Tahun 2006 Tentang
Sistem Pelatihan Kerja Masional.

4.4, Peraturan Pemennlah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik

4.5, Peraturan Pemerintah Bepublk Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Badan Masional Sertifikasi Profesi.

4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia NMomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4.7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika.



Pemasaran Digital (Dvgitel Morketing)

4.8, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

4.5, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun
2016 tentang Tala Cara Penetapan Standar Kompelensi Kena Masional
Indonesia.

4.10. Keputusan Menterl Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2018 tentang Penetapan Standar Kompetensl Kera Masional Indonesia
Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi
bidang Pengoperasian Komputar.

4,11, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun
2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Kategor Akiifitas Profesional, limiah dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas
Konsultasi Manajament Bidang Pemasaran,

4.12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Kategor Aktivitas Profesional, limiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan
dan Penelitian dan Pasar Bidang Periklanan.

4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSPMNVII2017
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemelinaran Skema
Serfifikasi Profesi

5. Kemasan [/ Paket Kompetensi
5.1 Jenis Skema  KKNI / Okupasi | Klaster
5.2 Nama Skema : Pemasaran Digital (Digital Marketing)

Rincian Unit Kompetensi .
KODE UNIT
NO PERUBAHAN JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. | JEIOPRO0O.001.2 Menggunakan Perangkat Komputer

2. | J630OPR00.010.2 Menggunakan Aplikasi Media Sosial
Menggunakan Penelusuran Situs Web (Web
Browsar)

4. | M.70MKT00.005.2 gﬁiﬁﬁ;ﬁmiMPmamn

5 Mengembangkan Hubungan dengan Calon
" | M.731ADV00.002.1 | Klien dalam Pengembangan Usaha
Perusahaan Periklanan

6. | M.731ADVD0.021.1 | Menyusun EI:IEIEQ'I Konten klan

M.731ADVD0.016.1 | Menyusun Strategi Kreatif

Menyusun Cara Pembalanjaan Media dan
B. | M.731ADV00.031.1 Saluran

8. | M.JOMKTD0.031.2 Menyusun Rencana Aktifitas Penjualan

3. | J.B30PR00.0O7.2

10, | M. 7OMETOD.036.2 Menyusun Keterampilan Penjualan




Skema Sertifikasi
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6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
B.1. Memiliki ljazah minimal SMA atau SMK; atau
£.2. Memiliki sertifikat sertifikat pelatihan barbasis kompetensi Pemasaran
(Digital Markeling), atau
6,3, Tenaga kerja yang telah berpengalaman sebagai Pemasaran Digital { Digi
Marketing) dengan pengalaman minimal 1 tahun di jabatan tersebut.
7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajlban Pemegang Sartifikat
7.1. Hak Pemohon
7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses serlifikasi sesuai
dengan skema sertifikasi,
7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi,
7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas prosas sertifikasi,
7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
7.1.5. Memperoleh sarifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
7.1.6. Menggunakan untuk promosi diri sebagai profesi bidang Pemasaran

Digital (Digital Marketing).

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan,
7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sedifikal
kompetensi.
7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan
adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.2.4, Menjamin mantaati aturan penggunaan sertifikat.

B. Biaya Sertifikasi
8.1 Biaya serifikasi Pemasaran Digital (Digital Marketing) sebesar Rp
2.500.000,- {Dua juta lima ratus ribu ruplah).

8. Proses Sertifikasi
9.1. Proses Pendaftaran

8.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan seifikasi sesual
skema serifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak
pemohon dan kewajiban pemohon, biaya serfifikasi dan kewajiban
pemegang sartifikat kompetens:.

9.1.2. Pemochon mengisi formulir Permohonaw Sertiflkasi (APL 01) yang
dilengkapi dengan bukti : /
a. Pas foto 3xd ™

b. FolocopyKTP %
c. Daftar Riwayat Hidup ( P




Skema Sertifikasi
Pemasaran Digital | Digital Morketing)

d. Copy ijazah minimal SMA atau SMK; atau
g. Copy sertifikatl pelatihan berbasis kompetensi Pemasaran Dii"
(Digital Marketing), atau. ?
. Copy Surat Keterangan Tenaga kerja yang lelah berpengalam
sebagai Pemasaran Digital { Digital Marketing) dengan pengalaman
minimal 1 tahun di jabatan tersebut.
9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandirl (APL 02) dan dilangkapi
dengan bukti pandukung yang relevan (jika ada).
9.1.4. Peseria menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi
dan memberikan sefiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
9.1.5, LSP menalaah berkas pendafiaran untuk konfirmasi bahwa peserta
sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema
sertifikasi.
9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta
sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

8.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin
bahwa verifikasi persyaratan skema serifikasi telah dilakukan secara
obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan
kompetansi.

8.2.2. LSF menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

8.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan
perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukt yang akan dibukbikan
dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

8.2.4, Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana
asesmen dan proses asesmen dengan Peserla Serlifikasi.

8.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukli dari
dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen
Asesmen Mandin APL-02, untuk memastikan bahwa bukli tersebut
mencerminkan bukti yang diperukan.

8.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten
direkomendasikan untuk mengikuti proses lanpjl asesmen /  uji
kompetansi.

9.3. Proses Uji Kompetensi
8.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat
dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung [ praktek
demonsirasi, patanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio,
wawancara dan metode lainnya yang andal dan objekif, sera
berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang

ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
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9.3.3, Bukti yang dikumpulkan mefalui uji kompetensi dievaluasi untuk
mamasiikan bahwa bukli tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
untuk memperlihalkan kompetensi telah memanuhi aturan bukli VATM,

89.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM
direkomendasikan “Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti
VATM direkomendasikan “Belum Kompeten®.

9.3.5. Asesor manyampaikan rakaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi
kepada LSP.

9.4, Keputusan Sertifikasi

8.4.1. LSP menjamin bahwa informasi vang dikumpulkan selama proses uiji

kompetensi mencukupi wuntuk;
a. mengambil keputusan serifikasi;
b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan serdifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis
pengambilan kaputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang
dikurnpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan serifikasi harus
memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses
sertifikasi unfuk menentukan apakah persyaratan serifikasi telah
dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.

944, Keputusan serifikasl dilakukan melalui rapat tim teknis dengan
melakukan veriikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan
dibuat dalam Berita Acara.

945 Keputusan pemberian sertifikal dibuat dalam sural Keputusan LSP
berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP menerbiltkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang diletapkan
kompaten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan
disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku
sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Serifikat diserahkan setelah seluruh parsyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

8.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang
sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikal.

8.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sedifikat secara
langsung atau melalui tahapan paringatan terebih dahulu.

853 L5FP Telekomunikasi Digital Indonesia akan memberikan
pemberitahuan lerulis kepada pemegang sertifikal berkaitan dengan
keputusan LSP Telekomunikasi Digital Indonesia untuk membekukan
atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berakunya.




Skoma Sertifikasi
Pemasaran Digital {Digital Mosketing)

9.5.4,

9.5.5.

9.5.6.

Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat
selambatdambatnya 30 (liga puluh hari) sebaelum tanggal efektif
pencabutan.

Pemegang serifikat dapal mengajukan keberatan secara tertulis
kepada LSP Telekomunikasi Digital Indonesia atas keputusan
pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka wakiu 7 (tujuh)
hari sejak tanggal surat pamberitahuan pembekuan atau pencabutan
sarlifikat.

Apabila keberatan pemegang seriiflkal tidak diterima, LSP
Telekomunikasi Digital |Indonesia akan mengeluarkan surat
pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan
perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku
kepentingan terkait.,

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

8.6.1.

8.6.4.

8.6.3.

9.6.4,

Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan
terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun
setelah diterbitkannya sertifikat kompetansi.

Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi
dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat
kera maupun melode lain yang memungkinkan untuk memastikan
keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang serifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1.

8.7.2

8.7.3.

89.7.4.

Pemegang sertifikat wajib mengajukan permchonan sertifikasi ulang
untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan
minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Proses Pendaftaran serifikasi ulang dilakukan sesual dengan klausul
9.1.

Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesual
klausul 9.2 dan 9.3.

Proses pengambilan keputusan serlifikasi ulang dilakukan sesual
dengan klausul 9.4,

9.8. Penggunaan Sertifikat
Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

89.8.1.
89.8.2.

8.8.3.

Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sartifikasi.
Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang
dibarikan

Tidak menggunakan sartifikal yang dapat mencamarkan [ merugikan
LSP dan tidak memberikan permyalaan lerkall serifikasi yang oleh LSP
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884

dianggap dapat menyesatkan atau lidak dapat dmartangg.mgjawahkan
Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikal

dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada
LSP.

9.9. Banding

8.91.

9.9.2,

9.9.3.

8.94.

9.9.5.

9.9.6.

a9.8.7.

LSP memberikan kesempatan kepada peseria untuk mengajukan
banding apabila keputusan sertifikasl dirasa tidak sesuali dengan
keinginannya.

Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan serifikasi
ditetapkan.

LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pangajuan banding.
LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses
banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang
dibanding yang dijadikan materi banding.

LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objekiif dan
tidak memihak.

Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak
parmohonan banding diterima oleh LSP.

Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.
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